SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 45 TAHUN 2019 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

a.

bahwa untuk peningkatan layanan di bidang pendidikan
nonformal, perlu melakukan penataan organisasi dan
tata kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan;

bahwa untuk penataan organisasi dan tata kerja di
lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan
perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,;
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Mengingat

Menetapkan

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);

5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 45 TAHUN 2019
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) diubah

sebagai berikut:
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Ketentuan huruf f Pasal 81 diubah sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 81
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,
Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah terdiri
atas:
a. Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak

Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan

Menengah;
b. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini;
c. Direktorat Sekolah Dasar;
d. Direktorat Sekolah Menengah Pertama;
e. Direktorat Sekolah Menengah Atas; dan
f.  Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan

Khusus.

Ketentuan Pasal 93 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 93
Direktorat Sekolah Dasar mempunyai tugas
melaksanakan perumusan kebijakan dan standar,
pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, fasilitasi
penyelenggaraan, pemberian bimbingan teknis dan
supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan
penilaian pada sekolah dasar dan pendidikan layanan
khusus pada sekolah dasar serta penyiapan pemberian
1zin penyelenggaraan sekolah dasar yang
diselenggarakan perwakilan negara asing atau lembaga

asing dan urusan ketatausahaan Direktorat.

jdih.kemdikbud.go.id



Ketentuan huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf e,

huruf f, dan huruf h Pasal 94 diubah sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 94

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 93, Direktorat Sekolah Dasar

menyelenggarakan fungsi:

a.

perumusan kebijakan di bidang peserta didik,
sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada
sekolah dasar dan pendidikan layanan khusus pada
sekolah dasar;

perumusan standar di bidang peserta didik, sarana
prasarana, tata kelola, dan penilaian pada sekolah
dasar dan pendidikan layanan khusus pada sekolah
dasar;

pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu di bidang
peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan
penilaian pada sekolah dasar dan pendidikan
layanan khusus pada sekolah dasar;

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria
di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata
kelola, dan penilaian pada sekolah dasar dan
pendidikan layanan khusus pada sekolah dasar;
fasilitasi penyelenggaraan di bidang peserta didik,
sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada
sekolah dasar dan pendidikan layanan khusus pada
sekolah dasar;

pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan
penilaian pada sekolah dasar dan pendidikan
layanan khusus pada sekolah dasar;

penyiapan pemberian izin penyelenggaraan sekolah
dasar yang diselenggarakan perwakilan negara asing
atau lembaga asing;

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang

peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan
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penilaian pada sekolah dasar dan pendidikan
layanan khusus pada sekolah dasar; dan

i.  pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

Ketentuan Pasal 98 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 98
Direktorat Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas
melaksanakan perumusan kebijakan dan standar,
pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, fasilitasi
penyelenggaraan, pemberian bimbingan teknis dan
supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan
penilaian pada sekolah menengah pertama dan
pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah
pertama serta penyiapan pemberian izin
penyelenggaraan sekolah menengah pertama yang
diselenggarakan perwakilan negara asing atau lembaga

asing dan urusan ketatausahaan Direktorat.

Ketentuan huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf e,
huruf f, dan huruf h Pasal 99 diubah sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 99

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 98, Direktorat Sekolah Menengah Pertama

menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang peserta didik,
sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada
sekolah menengah pertama dan pendidikan layanan
khusus pada sekolah menengah pertama;

b. perumusan standar di bidang peserta didik, sarana

prasarana, tata kelola, dan penilaian pada sekolah
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menengah pertama dan pendidikan layanan khusus
pada sekolah menengah pertama;

pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu di bidang
peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan
penilaian pada sekolah menengah pertama dan
pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah
pertama;

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria
di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata
kelola, dan penilaian pada sekolah menengah
pertama dan pendidikan layanan khusus pada
sekolah menengah pertama;

fasilitasi penyelenggaraan di bidang peserta didik,
sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada
sekolah menengah pertama dan pendidikan layanan
khusus pada sekolah menengah pertama;
pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan
penilaian pada sekolah menengah pertama dan
pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah
pertama;

penyiapan pemberian izin penyelenggaraan sekolah
menengah pertama yang diselenggarakan
perwakilan negara asing atau lembaga asing;
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan
penilaian pada sekolah menengah pertama dan
pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah
pertama; dan

pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.
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Ketentuan Pasal 103 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 103
Direktorat Sekolah Menengah Atas mempunyai tugas
melaksanakan perumusan kebijakan dan standar,
pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, fasilitasi
penyelenggaraan, pemberian bimbingan teknis dan
supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan
penilaian pada sekolah menengah atas dan pendidikan
layanan khusus pada sekolah menengah atas serta
penyiapan pemberian izin penyelenggaraan sekolah
menengah atas yang diselenggarakan perwakilan negara
asing atau lembaga asing dan urusan ketatausahaan

Direktorat.

Ketentuan huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf e,
huruf f, dan huruf h Pasal 104 diubah sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 104

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 103, Direktorat Sekolah Menengah Atas

menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang peserta didik,
sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada
sekolah menengah atas dan pendidikan layanan
khusus pada sekolah menengah atas;

b. perumusan standar di bidang peserta didik, sarana
prasarana, tata kelola, dan penilaian pada sekolah
menengah atas dan pendidikan layanan khusus
pada sekolah menengah atas;

c. pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu di bidang
peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan

penilaian pada sekolah menengah atas dan
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pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah
atas;

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria
di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata
kelola, dan penilaian pada sekolah menengah atas
dan pendidikan layanan khusus pada sekolah
menengah atas;

fasilitasi penyelenggaraan di bidang peserta didik,
sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada
sekolah menengah atas dan pendidikan layanan
khusus pada sekolah menengah atas;

pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan
penilaian pada sekolah menengah atas dan
pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah
atas;

penyiapan pemberian izin penyelenggaraan sekolah
menengah atas yang diselenggarakan perwakilan
negara asing atau lembaga asing;

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan
penilaian pada sekolah menengah atas dan
pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah
atas; dan

pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

Judul Bagian Kedelapan BAB IV diubah sehingga

berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedelapan
Direktorat Pendidikan Masyarakat dan
Pendidikan Khusus
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10.

Ketentuan Pasal 107 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 107

(1) Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan
Khusus merupakan unit organisasi Direktorat
Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan
Dasar, dan Pendidikan Menengah di bidang
pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, dan
pendidikan khusus.

(2) Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan
Khusus dipimpin oleh Direktur yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur

Jenderal.

Ketentuan Pasal 108 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 108
Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan
Khusus mempunyai tugas melaksanakan perumusan
kebijakan dan standar, pelaksanaan kebijakan
penjaminan mutu, penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria, fasilitasi penyelenggaraan,
pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidang peserta didik, sarana
prasarana, tata kelola, dan penilaian pada pendidikan
keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan khusus,
pendidikan layanan khusus pada pendidikan khusus,
pendidikan inklusi, dan wunit layanan disabilitas
pendidikan serta penyiapan pemberian izin
penyelenggaraan satuan pendidikan khusus yang
diselenggarakan perwakilan negara asing atau lembaga

asing dan urusan ketatausahaan Direktorat.
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Ketentuan Pasal 109 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 109

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 108, Direktorat Pendidikan Masyarakat dan

Pendidikan Khusus menyelenggarakan fungsi:

a.

perumusan kebijakan di bidang peserta didik,
sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada
pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan,
pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus
pada pendidikan khusus, pendidikan inklusi, dan
unit layanan disabilitas pendidikan;

perumusan standar di bidang peserta didik, sarana
prasarana, tata kelola, dan penilaian pada
pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan,
pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus
pada pendidikan khusus, pendidikan inklusi, dan
unit layanan disabilitas pendidikan,;

pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu di bidang
peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan
penilaian pada pendidikan keaksaraan, pendidikan
kesetaraan, pendidikan khusus, pendidikan layanan
khusus pada pendidikan khusus, pendidikan
inklusi, dan unit layanan disabilitas pendidikan;
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria
di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata
kelola, dan penilaian pada pendidikan keaksaraan,
pendidikan  kesetaraan, pendidikan  khusus,
pendidikan layanan khusus pada pendidikan
khusus, pendidikan inklusi, dan wunit layanan
disabilitas pendidikan;

fasilitasi penyelenggaraan di bidang peserta didik,
sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada
pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan,

pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus
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13.
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pada pendidikan khusus, pendidikan inklusi, dan
unit layanan disabilitas pendidikan;

f.  pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan
penilaian pada pendidikan keaksaraan, pendidikan
kesetaraan, pendidikan khusus, pendidikan layanan
khusus pada pendidikan khusus, pendidikan
inklusi, dan unit layanan disabilitas pendidikan;

g. penyiapan pemberian izin penyelenggaraan satuan
pendidikan khusus yang diselenggarakan
perwakilan negara asing atau lembaga asing;

h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan
penilaian pada pendidikan keaksaraan, pendidikan
kesetaraan, pendidikan khusus, pendidikan layanan
khusus pada pendidikan khusus, pendidikan
inklusi, dan unit layanan disabilitas pendidikan;
dan

i.  pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

Ketentuan Pasal 110 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 110
Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan
Khusus terdiri atas:
a. Subbagian Tata Usaha; dan

b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Di antara huruf ¢ dan huruf d Pasal 115 disisipkan 1
(satu) huruf, yakni huruf c1 sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 115
Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi terdiri atas:
a. Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;

b. Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan;
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15.
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c. Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi;
cl. Direktorat Kursus dan Pelatihan; dan
d. Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia

Usaha dan Dunia Industri.

Ketentuan ayat (1) Pasal 121 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 121
(1) Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan merupakan
unit organisasi Direktorat Jenderal Pendidikan
Vokasi di bidang sekolah menengah kejuruan.
(2) Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan dipimpin
oleh Direktur yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.

Ketentuan Pasal 122 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 122
Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan mempunyai
tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan standar,
pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, fasilitasi
penyelenggaraan, pemberian bimbingan teknis dan
supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan
penilaian pada sekolah menengah kejuruan dan
pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah
kejuruan serta penyiapan pemberian izin
penyelenggaraan sekolah menengah kejuruan yang
diselenggarakan perwakilan negara asing atau lembaga

asing dan urusan ketatausahaan Direktorat.
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16. Ketentuan huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf e,

huruf f, dan huruf h Pasal 123 diubah sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 123

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 122, Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan

menyelenggarakan fungsi:

a.

perumusan kebijakan di bidang peserta didik,
sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada
sekolah menengah kejuruan dan pendidikan
layanan khusus pada sekolah menengah kejuruan;
perumusan standar di bidang peserta didik, sarana
prasarana, tata kelola, dan penilaian pada sekolah
menengah kejuruan dan pendidikan layanan
khusus pada sekolah menengah kejuruan;
pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu di bidang
peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan
penilaian pada sekolah menengah kejuruan dan
pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah
kejuruan;

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria
di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata
kelola, dan penilaian pada sekolah menengah
kejuruan dan pendidikan layanan khusus pada
sekolah menengah kejuruan;

fasilitasi penyelenggaraan di bidang peserta didik,
sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada
sekolah menengah kejuruan dan pendidikan
layanan khusus pada sekolah menengah kejuruan;
pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan
penilaian pada sekolah menengah kejuruan dan
pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah

kejuruan;

jdih.kemdikbud.go.id



17.

18.

- 14 -

g. penyiapan pemberian izin penyelenggaraan sekolah
menengah kejuruan yang diselenggarakan
perwakilan negara asing atau lembaga asing;

h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan
penilaian pada sekolah menengah kejuruan dan
pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah
kejuruan; dan

i.  pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

Di antara Bagian Kelima dan Bagian Keenam BAB V
disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian KelimaA

sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian KelimaA

Direktorat Kursus dan Pelatihan

Di antara Pasal 130 dan Pasal 131 disisipkan S (lima)
pasal, yakni Pasal 130A, Pasal 130B, Pasal 130C,
Pasal 130D, dan Pasal 130E sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 130A

(1) Direktorat Kursus dan Pelatihan merupakan unit
organisasi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi di
bidang pendidikan keterampilan dan pelatihan
kerja.

(2) Direktorat Kursus dan Pelatihan dipimpin oleh
Direktur yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Direktur Jenderal.

Pasal 130B
Direktorat Kursus dan Pelatihan mempunyai tugas
melaksanakan perumusan kebijakan dan standar,
pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, fasilitasi

penyelenggaraan, pemberian bimbingan teknis dan
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supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan
penilaian pada pendidikan keterampilan dan pelatihan
kerja serta penyiapan pemberian izin penyelenggaraan
pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja pada
kursus dan pelatihan yang diselenggarakan perwakilan
negara asing atau lembaga asing dan wurusan

ketatausahaan Direktorat.

Pasal 130C

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 130B, Direktorat Kursus dan Pelatihan

menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang peserta didik,
sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada
pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;

b. perumusan standar di bidang peserta didik, sarana
prasarana, tata kelola, dan penilaian pada
pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;

c. pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu di bidang
peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan
penilaian pada pendidikan keterampilan dan
pelatihan kerja;

d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria
di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata
kelola, dan penilaian pada pendidikan keterampilan
dan pelatihan kerja;

e. fasilitasi penyelenggaraan di bidang peserta didik,
sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada
pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;

f.  pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan
penilaian pada pendidikan keterampilan dan
pelatihan kerja;

g. penyiapan pemberian izin penyelenggaraan

pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja pada

jdih.kemdikbud.go.id
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kursus dan pelatihan yang diselenggarakan
perwakilan negara asing atau lembaga asing;

h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan
penilaian pada pendidikan keterampilan dan
pelatihan kerja; dan

i.  pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

Pasal 130D
Direktorat Kursus dan Pelatihan terdiri atas:
a. Subbagian Tata Usaha; dan

b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 130E
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan
urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian,
ketatalaksanaan, barang milik negara, persuratan,

kearsipan, dan kerumahtanggaan Direktorat.
Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

jdih.kemdikbud.go.id
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Februari 2020

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Februari 2020

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 124

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

ttd.

Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001

jdih.kemdikbud.go.id
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